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BAB IV 

PENUTUP  

4.1. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara maupun juga hasil penelitian 

dari studi kepustakaan terhadap fokus permasalahan dan penelitian mengenai 

Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Perusakan KWH Meter PLN Oleh 

Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang  

diperoleh kesimpulan berikut: 

1. Proses Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Perusakan KWH 

Meter PLN di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota 

Malang memiliki beberapa proses diawali dengan pemilihan 

penyelesaian sengketa yang memilki macam jalur penyelesaian 

sengketa yaitu Mediasi, Arbritase dan Konsiliasi. Sengketa mengenai 

kasus yang bersangkutan memilih jalur penyelesaian sengketa 

Konsiliasi. Sidang dilakukan sebanyak 2 kali dengan agenda pemilihan 

jalur penyelesaian sengketa dan sidang kedua  pemeriksaan alat bukti 

dan pembacaan putusan.Penyelesaian sengketa konsiliasi menjadikan 

peran BPSK pasif dan hanya sebagai fasilitator dalam persidangan. 

Pemilihan penyelesaian sengketa harus sama antara kedua belah pihak. 

Jika kedua belah pihak memiliki keinginan perbedaan jalur 

penyelesaian sengketa maka sidang tidak dapat dilanjutkan di BPSK. 

Isi dari putusan sengeketa ini adalah pihak konsumen harus membayar 
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denda yang sudah tercantum pada surat ganti rugi berupa denda  

sebanyak Rp11.000.000,-(Sebelah Juta Rupiah) 

2. Kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Ganti rugi 

Akibat Perusakan KWH Meter PLN oleh Konsumen di Badan 

Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang. Berikut adalah 

kendala yang terjadi selama proses persidangan berlangsung. 

a. Kendala pertama terjadi adalah pada awal mula sidang dimulai 

dengan agenda pemilihan jalur penyelesaian sengketa. Pokok 

dari jalur penyelsaian sengketa ini harus selaras dan sama antara 

kedua belah pihak yang bersengketa. Akan tetapi, kedua belah 

pihak memiliki perbedaan dengan keinginan masing-masing 

yakni pihak Pengadu memilih Mediasi dan pihak Teradu 

memilih konsiliasi. Setelah dilakukan kembali proses 

perundingan antara kedua belah pihak sidang dapat dilanjutkan 

kembali dengan penyelesaian sengketa melalui jalur Konsiliasi. 

Pemilihan jalur penyelesaian sengketa ini berlandaskan pada 

perjanjian antara kedua belah pihak yang menjadikan 

keterpaksaan dari pihak konsumen harus melalui jalur 

penyelsaian sengketa Konsiliasi.  

b. Kendala kedua yaitu keterbatasan kewenangan. Keterbatasan 

kewenangan ini muncul disaat pemilihan jalur penyelesaian 

sengketa dimana jalur yang dipilih adalah Konsiliasi. Dalam hal 

ini BPSK menjadi pasif hanya bertindak sebagai fasilitator 
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mempertemukan para pihak, mendamaikan secara aktif 

memberikan saran dan anjuran dan memerangkan hak dan 

kewajiban konsumen dan pelaku usaha. bentuk dan besarnya 

ganti rugi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. 

Bilamana tercapai kesepakatan/perdamaian antara pihak maka 

hal itu dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang 

ditandatangani kedua bela pihak yang berperkara, dan dikuatkan 

oleh Majelis BPSK dalam bentuk Surat Putusan BPSK.  

3. Upaya yang dilakukan BPSK dalam Mengatasi Kendala Penyelesaian 

Sengketa Ganti Rugi Akibat Perusakan KWH Meter PLN oleh 

Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Kota Malang (BPSK) 

Kota Malang.  

a. Upaya yang dilakukan oleh BPSK adalah pengunduran waktu. 

Pengunduran waktu diberikan untuk kedua belah pihak dapat 

berunding kembali dengan harapan dapat memilih jalur 

penyelesaian sengketa yang lebih baik. Pengunduran waktu 

yang diberikan tidak membuahkan hasil yang lebih baik dan 

pihak Teradu tetap pada pilihan awal yaitu penyelesaian 

sengketa melalui jalur Konsiliasi. Dengan demikian pihak 

pengadu atau pihak konsumen secara terpaksa harus 

melanjutkan sidang dengan jalur yang telah disepakati. 

Landasan pemilihan jalur penyelesaian sengketa melalui 
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Konsiliasi yaitu adanya perjanjian antara kedua belah pihak 

yang secara hukum adalah perjanjian yang sah.  

b. Upaya yang dilakukan oleh BPSK yang kedua adalah 

pengajuan surat permohonan. Pengajuan surat permohonan 

berisi tentang permohonan keringanan denda yang dapat dicicil 

setiap bulannya selama 12 kali cicilan. Surat permohonan yang 

difasilitasi oleh BPSK guna membantu pihak pengadu 

diindahkan oleh pihak Teradu yang awalnya denda harus 

dibayar secara langsung kina dapat dicicil sebanyak 12 kali. 

Akan tetapi tidak hanya sampai itu saja, pihak pengadu masih 

merasa keberatan sehingga akan melakukan surat permohonan 

supaya dapat dicicil lebih dari 12 kali kepada pihak teradu yaitu 

pihak PT.PLN. Dengan demikian yang berkaitan akan hal itu 

sudah bukan bagian dari tanggungjawab pihak BPSK Kota 

Malang.  

4.2.      Saran  

 Dari hasil penelitian ini  penulis memberikan saran untuk beberapa pihak 

sebagai berikut : 

1.  Konsumen PT.PLN : 

a. Membiasakan lebih teliti dan  membaca dokumen terlebih dahulu yang 

diberikan pihak PT.PLN tentang perjanjian dan mempertanyakan yang 

tidak paham dan kurang jelas; 
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b. Jika ada petugas  melakukan pengecekan terhadap KWH Meter lebih 

baik ditanyakan maksud tujuan dan surat tugas serta mengawasi 

petugas dalam melakukan pengerjannya;dan 

c. Jika KWH Meter mengalami perubahan atau perusakan lebih baik 

lapor kepada kantor pusat PLN terdekat. 

2. PT. PLN, agar : 

a. Memberikan informasi secara jelas kepada konsumen sebelum 

melakukan pemasangan dan penandatanganan surat perjanjian;  

b. Memberikan edukasi dan arahan perawatan tentang KWH Meter 

kepada calon konsumen dan kepercayan kepada konsumen untuk lebih 

menjaga dengan baik alat ukur KWH Meter;  

c. Mengenalkan beberapa bahaya tentang listrik jika KWH Meter dirubah 

dan dirusak dengan harapan tingkat kewaspadaan konsumen baik 

dengan tegangan listrik dan alat ukur KWH Meter;  

d. Memberikan penjelasan mengenai penyelesaian sengketa yang ada 

dalam perjanjian baku; dan 

e. Tidak membatasi pilihan mengenai penyelesaian sengketa secara 

sepihak. 

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) agar mengadakan 

edukasi kepada konsumen di berbagai daerah dengan harapan masyarakat 

menjadi konsumen cerdas , terbiasa membaca dengan teliti , cermat isi 

perjanjian baku yang diberikan oleh pelau usaha dan paham akibat 

hukumnya khususnya mengenai penyelesaian sengketa . 
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